Menimbang

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGER]I,

bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam
Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  berdasarkan usulan pemerintah  daerah,
perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;

bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam bentuk
verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi
Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk
selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
yang dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b pada Tahun 2020 telah
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian -
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 66 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 i)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 12);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur, Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1781);
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Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
tanggal 23 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL
VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Koordinator Bidang Pernbangunan Manusia dan Kebudayaan;
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
Menteri Sekretaris Negara;

Menteri Keuangan;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Menteri Kesehatan;

11. Menteri Sosial;

12. Menteri Ketenagakerjaan;

13. Menteri Perindustrian;

14. Menteri Perdagangan;

15. Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral;

16. Menteri Pekérjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
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Menteri Perhubungan;

Menteri Komunikasi dan Informatika;

Menteri Pertanian;

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

Menteri Badan Usaha Milik Negara;

Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Menteri Pemuda dan Olahraga;

Gubernur Seluruh Indonesia;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;

Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 050-5889 TAHUN 2021
TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN

INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
1. PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika
dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk
menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan
dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan
Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan
pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada
kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas
dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan

ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini
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mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran
kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik.
Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk
mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan
organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan
anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang
telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan
untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran
kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target
yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki
batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan.
Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan,
kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan
pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan
ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan
daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan
dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga
diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam
mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan
publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah.

TUJUAN

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara
berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar
penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun

secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen
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perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Informasi dimaksud digunakan untuk:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan
pembangunan daerah dan keuangan daerah;

c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja
dan keuangan daerah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

f.  mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah; dan

g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan

pengelolaan keuangan daerah.

PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI,
DAN NOMENKLATUR

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta
pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah
Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan
pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur disusun secara
sistematis meliputi:

a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;

b. fungsi;

Cc. organisasi;

d. sumber pendanaan;

e. wilayah administrasi pemerintahan; dan
f. rekening.

Kodefikasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f merupakan
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kodefikasi yang bersifat mandiri dan merupakan acuan baku yang
digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan
pada masing-masing tahapan dalam perencanaan pembangunan
dan pengelolaan keuangan daerah. Kodefikasi, Klasifikasi dan
Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf e sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pengecualian atas pembakuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur diberlakukan terhadap beberapa uraian dengan
kode “XX”. Kode “XX” yang terdapat pada huruf B dan huruf C
terkait urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang menjabarkan program penunjang urusan
pemerintahan daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat
daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu terdapat kode
“XX” dan “XXXX” dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Organisasi digunakan untuk menguraikan unit kerja satuan kerja
perangkat daerah yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan
organisasi sesuai dengan peraturan daerah.

a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub

Kegiatan

1) Klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri

atas:

a) program penunjang urusan Pemerintahan Daerah;

b) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar;

c) wurusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar;

d) urusan pilihan;

e) unsur pendukung urusan pemerintahan;

f)  unsur penunjang urusan pemerintahan;

g) unsur pengawasan urusan pemerintahan;

h) unsur kewilayahan;

i)  unsur pemerintahan umum; dan
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j)  unsur kekhususan dan keistimewaan.

Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan
yang digunakan provinsi/kabupaten/kota terdiri atas:

a) program penunjang urusan pemerintahan daerah

dengan kode “XX”;

b) urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3

(tiga) yaitu:

(1) wurusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar diberikan kode angka 1 (satu);

(2) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar terkait pelayanan dasar
diberikan kode angka 2 (dua); dan

(3) wurusan Pilihan diberikan kode angka 3 (tiga).

c) unsur pendukung urusan pemerintahan diberikan
kode angka 4 (empat);

d) unsur penunjang urusan pemerintahan diberikan
kode angka 5 (lima);

€) unsur pengawasan urusan pemerintahan diberikan
kode angka 6 (enam);

f)  unsur kewilayahan diberikan kode angka 7 (tujuh);

g) unsur pemerintahan umum diberikan kode angka 8
(delapan); dan

h) unsur kekhususan dan keistimewaan diberikan
kode angka 9 (sembilan).

Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan

konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang

urusan yang terdiri atas:

a) urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan

kode 1.01;

b) wurusan pemerintahan bidang kesehatan dengan

kode 1.02;

c) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang dengan kode 1.03;
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urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat
dan kawasan permukiman dengan kode 1.04;
urusan pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
dengan kode 1.05;

urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode
1.06;

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan
kode 2.07;

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dengan kode
2.08;

urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode
2.09;

urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan
kode 2.10;

urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
dengan kode 2.11;

urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode
2.12;

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa dengan kode 2.13;

urusan  pemerintahan  bidang  pengendalian
penduduk dan keluarga berencana dengan kode
2.14;

urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan
kode 2.15;

urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika dengan kode 2.16;

urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil
dan menengah dengan kode 2.17;

urusan pemerintahan bidang penanaman modal
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dengan kode 2.18;

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan
olahraga dengan kode 2.19;

urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode
2.20;

urusan pemerintahan bidang persandian dengan
kode 2.21;

urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan
kode 2.22;

urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan
kode 2.23;

urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan
kode 2.24;

urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan dengan kode 3.25;

urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan
kode 3.26;

urusan pemerintahan bidang pertanian dengan
kode 3.27;

urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan
kode 3.28;

urusan pemerintahan bidang energi dan sumber
daya mineral dengan kode 3.29;

urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan
kode 3.30;

urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan
kode 3.31; dan

urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan

kode 3.32.

Klasifikasi dan kodefikasi unsur pendukung urusan

pemerintahan terdiri atas:

a)
b)

unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan

unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.
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Klasifikasi dan kodefikasi unsur penunjang urusan
pemerintahan terdiri atas:
a) unsur perencanaan dengan kode 5.01;
b) unsur keuangan dengan kode 5.02;
c) unsur kepegawaian dengan kode 5.03;
d) unsur pendidikan dan pelatihan dengan kode 5.04;
e) unsur penelitian dan pengembangan dengan kode
5.05;
f)  unsur pengelolaan perbatasan daerah dengan kode
5.06; dan
g) unsur penghubung dengan kode 5.07.
Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan
pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode
6.01.
Klasifikasi dan kodefikasi unsur kewilayahan yang
terbagi menjadi:
a) provinsi yang terdiri atas:
(1) kecamatan dengan kode 7.01;
(2) kota adminstrasi di Provinsi DKI Jakarta
dengan kode 7.02; dan
(3) kabupaten adminstrasi di Provinsi DKI Jakarta
dengan kode 7.03.
b) kabupaten/kota yaitu kecamatan dengan kode
7.01.
Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan umum
yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.
Klasifikasi dan kodefikasi unsur kekhususan yaitu
Keistimewaan Aceh dengan kode 9.01.
Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan
kewenangan antar susunan unsur pemerintahan perlu
diterjemahkan kedalam  bentuk konkrit berupa
nomenklatur program dan kegiatan daerah.

Penterjemahan urusan pemerintahan menjadi



11)

12)
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nomenklatur program dan kegiatan untuk memastikan
bahwa daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah
sesuai dengan kewenangannya.
Klasifikasi dan kodefikasi program disusun berdasarkan
pembagian sub urusan dan kegiatan disusun
berdasarkan pembagian kewenangan yang diatur dalam
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal
ini dilakukan wuntuk memastikan ruang lingkup
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sesuai
dengan kewenangannya, sehingga mendukung
pelaksanaan asas prinsip akuntabilitas, efisiensi,
eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.
Klasifikasi dan kodefikasi sub kegiatan disusun
berdasarkan aktivitas atau layanan dalam penyelesaian
permasalahan daerah sesuai kewenangannya.
Selanjutnya, kodefikasi program, kegiatan dan sub
kegiatan terdiri atas:
a) program penunjang urusan Pemerintah Daerah
dengan kode x|xx|01; dan
b) program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai
dengan bidang urusannya dengan kode x|xx|02.
Kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan, meliputi:
(1) kegiatan pada provinsi pada setiap program
dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx]|1.01,
X |xx|xx|1.02 dan seterusnya sampai dengan
jumlah kegiatan di setiap program;
(2) kegiatan pada kabupaten/kota pada setiap
program dikodefikasi dimulai dari angka
X |xx|xx|2.01, x|xx|xx|2.02 sampai dengan
jumlah kegiatan di setiap program;
(3) kegiatan pada setiap program di Provinsi DKI
Jakarta dapat menggunakan kode kegiatan yang

terdapat pada provinsi dan kabupaten/kota;dan
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(4) sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodefikasi
dimulai dari angka x|xx|xx|x.xx|01 sampai
dengan jumlah sub kegiatan di setiap kegiatan.

Informasi penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan
khusus Pemerintah Daerah

yang Dbersifat pada

dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

Semula Menjadi
Pemerintah Provinsi | Pemerintah Provinsi
Papua menggunakan | Papua dengan  kode
tanda *) dan *¥) (satu|3.XX
bintang dan dua
bintang)

Pemerintah Provinsi | Pemerintah Provinsi
Papua Barat | Papua Barat dengan
menggunakan tanda *) | kode 4.XX

dan ***) (satu bintang

dan tiga bintang)

Pemerintah Provinsi | Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa | Daerah Istimewa
Yogyakarta Yogyakarta dengan kode
menggunakan tanda | 5.XX

***%) (empat bintang);

Pemerintah Provinsi DKI

Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta ~menggunakan | Jakarta dengan kode
tanda FEER) (lima | 6.XX;

bintang);

Pemerintah Aceh | Pemerintah Aceh dengan
menggunakan tanda | kode 7.XX

*rkEEE) (enam bintang)

Pemerintah Provinsi Bali
menggunakan tanda

ki) (tujuh bintang)

Pemerintah Provinsi Bali

dengan kode 8.XX
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Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Provinsi dan
Kabupaten/Kota disajikan dalam Tabel huruf B dan
huruf C.
Pada Kodefikasi Sub Kegiatan, ditambahkan Metadata
Sub Kegiatan. Metadata Sub Kegiatan adalah
sekumpulan atribut informasi yang memberikan
gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan sub
kegiatan. Atribut informasi yang ditambahkan pada
Metadata Sub Kegiatan terdiri atas kinerja, indikator
dan satuan. Definisi dari kinerja, indikator dan satuan
sebagai berikut:
a. Kinerja adalah hasil yang berupa keluaran (sub
output) dari pelaksanaan sub kegiatan.
b. Indikator adalah alat ukur dari hasil pelaksanaan
sub kegiatan.
c. Satuan adalah dasar ukuran dari indikator.
Beberapa sub kegiatan tidak ditambahkan Metadata Sub
Kegiatan dikarenakan adanya penyesuaian yaitu
perpindahan ke sub kegiatan lainnya, atau tidak
digunakan lagi dikarenakan adanya perubahan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan. Sub kegiatan tanpa
Metadata Sub Kegiatan masih tetap berlaku.
Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan
berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan
kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan.
Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
provinsi dan kabupaten/kota disajikan dalam huruf B dan

huruf C.
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Fungsi

Klasifikasi Fungsi merupakan pengelompokkan
anggaran belanja negara berdasarkan fungsi pemerintahan
yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan
bendahara umum negara.

Urusan pemerintahan daerah diselaraskan dan
dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan
menurut fungsi yang terdiri atas pelayanan umum,
ketertiban, dan keamanan, ekonomi, perlindungan
lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum,
kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Fungsi disusun dan diselaraskan menurut fungsi dan sub
fungsi terhadap wurusan/unsur, bidang wurusan/bidang
unsur, dan program sebagaimana berikut:

1) Penyajian kodefikasi Fungsi, meliputi:

a) pelayanan umum dengan kode 01;

b) ketertiban dan keamanan dengan kode 03;
c) ekonomi dengan kode 04;
d) perlindungan lingkungan hidup dengan kode 05;

D

) perumahan dan fasilitasi umum dengan kode 06;

f) kesehatan dengan kode 07;

g) pariwisata dengan kode 08;

h) pendidikan dengan kode 10; dan

i)  perlindungan sosial dengan kode 11.

2) Penyajian sub Fungsi dari fungsi yang diuraikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai klasifikasi anggaran di pemerintah pusat yang
disajikan dengan kode xx.01 hingga xx.90.

3) Penyajian kodefikasi urusan/unsur, bidang
urusan/bidang unsur, program dan kegiatan disusun
berdasarkan penyajian pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan sebagaimana
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tercantum dalam huruf B dan huruf C dimulai dari kode

x.xx.01, 1.01.02 dan seterusnya hingga kode 9.01.02

dan seterusnya.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Fungsi disusun menurut fungsi, sub fungsi,
urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, dan program
dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan
menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Fungsi dilakukan sebagai dampak
pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
disajikan dalam huruf B dan huruf C.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Fungsi untuk provinsi dan kabupaten/kota

disajikan dalam huruf D dan huruf E.

Organisasi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi
merupakan proses penggolongan, pengkodean, dan daftar
penamaan organisasi yang disusun berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah
dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang
mengatur perumpunan dalam organisasi. Dengan demikian,
dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ini
menyajikan alternatif perumpunan organisasi dan tingkatan
organisasi yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan unit kerja/unit pelaksana teknis daerah antara
lain Biro di Sekretariat Daerah, Rumah Sakit, Puskesmas,
Balai, Kelurahan, dan sejenisnya berdasarkan kondisi pada

Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
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Klasifikasi dan kodefikasi Organisasi bersifat baku yang
disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang
melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan
nomenklatur Organisasi menyesuaikan perumpunan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi.

1) Klasifikasi Organisasi dikelompokkan berdasarkan:

a) Urusan pemerintahan, meliputi:

(1) wurusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar;

(2) urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar; dan

(3) wurusan pemerintahan pilihan.

b) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
c¢) Unsur penunjang urusan pemerintahan,;
d) Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
e) Unsur kewilayahan;

f)  Unsur pemerintahan umum; dan

g) Unsur kekhususan dan Keistimewaan.
2) Kodefikasi Organisasi meliputi:
a) Urusan pemerintahan daerah
Penyajian kodefikasi Organisasi berdasarkan
urusan pemerintahan daerah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Perangkat Daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Kodefikasi Organisasi atas urusan
pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode
pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan

sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)
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Digit pertama terdiri atas:

(a) menunjukkan kode urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dengan angka 1;

(b) menunjukkan kode urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar dengan angka 2;

(c) menunjukkan kode urusan pemerintahan
pilihan dengan angka 3;

(d) menunjukkan kode wunsur pendukung
pemerintahan daerah dengan angka 4;

() menunjukkan kode wunsur penunjang
pemerintahan daerah dengan angka 5;

() menunjukkan kode unsur pengawasan
pemerintahan daerah dengan angka 6;

(g menunjukkan kode unsur kewilayahan
dengan angka 7;

(h) menunjukkan kode unsur pemerintahan
umum dengan angka 8; dan

(i) menunjukkan kode unsur kekhususan
dan keistimewaan dengan angka 9.

Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan

angka 32 menurut urutan urusan

pemerintahan daerah.

Pengelompokkan digit pertama dan kedua ke

dalam kolom perumpunan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan penyajian kode |x.xx|xX.xx|x.XX|.

Digit ketiga merupakan urutan nomenklatur

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan mengenai Perangkat Daerah yang

disajikan dengan kode |x.xx|x.xx|x.xx|01.
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Digit keempat merupakan urutan nomenklatur
unit kerja/unit pelaksana teknis
daerah/kelurahan yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai
perangkat daerah yang disajikan dengan kode
| x.xx | x.xx | x.%x% | xx.0001.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas urusan

pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1)

(2)

Kode wurusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

(a) pendidikan dengan kode 1-1;

(b) kesehatan dengan kode 1-2;

(c) pekerjaan umum dan penataan ruang
dengan kode 1-3;

(d) perumahan rakyat dan Kawasan
permukiman dengan kode 1-4;

() ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat dengan kode 1-
5; dan

(f) sosial dengan kode 1-6.

Kode urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

(a) tenaga kerja dengan kode 2-7;

(b) pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dengan kode 2-8;

c) pangan dengan kode 2-9;

(

(d) pertanahan dengan kode 2-10;

(e) lingkungan hidup dengan kode 2-11;

(f) administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil dengan kode 2-12;
(g) pemberdayaan masyarakat dan desa

dengan kode 2-13;
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(h) pengendalian penduduk dan keluarga
berencana dengan kode 2-14;

(i) perhubungan dengan kode 2-15;

(j) komunikasi dan informatika dengan kode
2-16;

(k) koperasi, usaha kecil dan menengah
dengan kode 2-17;

() penanaman modal dengan kode 2-18;

(m) kepemudaan dan olahraga dengan kode 2-
19;

n) statistik dengan kode 2-20;

o) persandian dengan kode 2-21;

kebudayaan dengan kode 2-22;

z

(

(

(

(q) perpustakaan dengan kode 2-23; dan

(r) kearsipan 2-24.

(3) Kode urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
(a) kelautan dan perikanan dengan kode 3-

25;

pariwisata dengan kode 3-26;

=

c) pertanian dengan kode 3-27;

&

kehutanan dengan kode 3-28;

— e —

e) energi dan sumber daya mineral dengan

kode 3-29;

(ff) perdagangan dengan kode 3-30;

(g) perindustrian dengan kode 3-31; dan

(h) transmigrasi dengan kode 3-32.
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Daerah  Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur
pendukung  merupakan  unsur staf yang
dilaksanakan oleh sekretariat daerah provinsi dan

kabupaten/kota dan unsur pelayanan administrasi
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dan pemberian dukungan terhadap tugas dan
fungsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas
unsur pendukung urusan pemerintahan disusun
dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom
perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 4, menunjukkan
kode unsur pendukung urusan pemerintahan;
dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan
angka 2 yakni 1 untuk sekretariat daerah dan
2 untuk sekretariat dewan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur
pendukung urusan pemerintahan  dimaksud
disajikan sebagai berikut:

(1) sekretariat daerah dengan kode 4-1; dan

(2) sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah
dengan kode 4-2.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Dan

Kabupaten/Kota
Kode Organisasi berdasarkan unsur penunjang

urusan  pemerintahan  disusun  berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang

melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan.

Kodefikasi Organisasi atas Unsur penunjang
disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap
kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai

berikut:
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(1) digit pertama dengan angka 5, menunjukkan
kode unsur penunjang urusan pemerintahan;
dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan
seterusnya merupakan urutan unsur
penunjang urusan pemerintahan daerah.
Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur

penunjang urusan pemerintahan Provinsi disajikan

sebagai berikut:

(1) perencanaan dengan kode 5-1;

(2) keuangan dengan kode 5-2;

(3) kepegawaian dengan kode 5-3;

(4) pendidikan dan pelatihan dengan kode 5-4;

(5) penelitian dan pengembangan dengan kode 5-

5;

(6) pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-
6; dan

(7) pengelolaan penghubung dengan kode 5-7.
Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur

penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota

disajikan sebagai berikut:

(1) perencanaan dengan kode 5-1;

(2) keuangan dengan kode 5-2;

(3) kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan
dengan kode 5-3;

(4) penelitian dan pengembangan dengan kode 5-
5; dan

(5) pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-
0.

Unsur Pengawasan
Kode Organisasi berdasarkan unsur

Pengawasan digunakan oleh wunsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan
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kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah

disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap
kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai
berikut:

(1) digit pertama dengan angka 6, menunjukkan
kode unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua dengan hanya angka 1 karena
pelaksanaan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
inspektorat daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur
pengawas urusan pemerintahan dimaksud
disajikan dengan kode 6-1.

Unsur Kewilayahan
Kode Organisasi berdasarkan unsur

kewilayahan disusun dengan 2 (dua) digit kode

pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan
sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 7, menunjukkan
kode wunsur kewilayahan penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan
seterusnya merupakan urutan unsur
kewilayahan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur
kewilayahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1) Bagi provinsi, terdapat kota administrasi dan
kabupaten administrasi dengan kode 7-1; dan

(2) Bagi kabupaten/kota, terdapat kecamatan
dengan kode 7-1.
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Unsur Pemerintahan Umum
Kode Organisasi berdasarkan unsur

pemerintahan umum merupakan pelaksanaan

urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan

oleh kesatuan bangsa dan politik disusun dengan 2

(dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan

dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 8, menunjukkan
kode unsur pemerintahan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua dengan hanya angka 1 karena
pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik
merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan
umum dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan
politik.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas kesatuan
bangsa dan politik dimaksud disajikan dengan kode
8-1.

Unsur Kekhususan dan Keistimewaan
Unsur kekhususan dan keistimewaan disusun

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur kekhususan dan
keistimewaan. Kodefikasi, Klasifikasi dan

Nomenklatur unsur kekhususan dan keistimewaan

terdiri dari:

o Pemerintah Provinsi Papua yang mengacu pada
ketentuan  peraturan  perundang-udangan
mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua
menggunakan kode Organisasi yang
dikhususkan dengan tanda *) dan **);

o Pemerintah  Provinsi Papua Barat yang
mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-udangan menggunakan kode
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Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *)
dan **¥);

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta yang mengacu pada ketentuan
peraturan

perundang-udangan mengenai

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

menggunakan kode Organisasi yang
dikhususkan dengan tanda ****);

Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta yang
mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-udangan mengenai yang berlaku
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia menggunakan kode Organisasi yang
dikhususkan dengan tanda *****); dan

Pemerintah  Aceh pada

yang

peraturan

mengacu
ketentuan perundang-udangan
mengenai keistimewaan Aceh menggunakan
kode Organisasi yang dikhususkan dengan

tanda ******)

[lustrasi: 1 (satu) perumpunan

Dinas Pendidikan

1-1 0-0 | 0-0

wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar

bidang pendidikan

[lustrasi: 2 (dua) perumpunan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1-1 2-22 0-0
wajib yang | bidang wajib yang bidang
berkaitan pendidikan | tidak kebudayaan
dengan berkaitan
pelayanan dengan
dasar pelayanan
dasar




d.

[lustrasi: 3 (tiga) perumpunan
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Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1-1 2-22 2-19

wajib bidang | wajib bidang wajib bidang
yang pendidi | yang kebuday | yang kepemu-
berkait- | kan tidak aan tidak daan dan
an berkait- berkait- | olahraga
dengan an an
pelayan dengan dengan
an pelayan- pelayan-
dasar an dasar an dasar

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Organisasi dilakukan terhadap pemindahan

Kodefikasi,

Klasifikasi,

dan Nomenklatur Majelis Rakyat

Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat, sebagai berikut:

Semula:
KODE NOMENKLATUR
NO \URUSAN/UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
4-2|Sekretariat DPRD i
4-210-0l0-0| 05 Sekr‘eta'rlat MRP
Provinsi Papua**
Sekretariat MRP
4-2/0-00-0} 06 Provinsi Papua Barat**
Menjadi:
KODE NOMENKLATUR
NO URUSAN/UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
9-2 Majelis Rakyat 9-2/0-0l0-0l01 Sekr‘eta'rlat MRP
Papua Provinsi Papua**
Majelis Rakyat Sekretariat MRP
9-3 Papua Barat 9-30-0/0-001 Provinsi Papua Barat**
Sumber Pendanaan
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber

Pendanaan ditujukan untuk memberikan informasi atas

sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dari

setiap pelaksanaan wurusan pemerintahan daerah yang



-29.

dijabarkan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan

dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana

meliputi pengawasan/control, akuntabilitas/accountability

dan transparansi/transparency (CAT). Penyajian Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan terdiri atas:

1)

Dana Umum

Dana umum atau general fund adalah dana yang
digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana
transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara
yang bersifat blockgrant dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah. Penyajian Sumber Pendanaan berupa dana
umum tersebut disajikan mulai dari kelompok, jenis,
hingga objek pendapatan daerah. Penggunaan Sumber
Pendanaan bersifat pilihan dalam melekatkan tingkatan
dari pendapatan daerah sebagai informasi Sumber
Pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan
sub kegiatan.

Penyajian Dana Umum diberikan kode 1, meliputi:
a) pendapatan asli daerah dengan kode 1.1;
b) pendapatan transfer dengan kode 1.2; dan
c) lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode

1.3.
d) dan seterusnya hingga tingkatan objek pendapatan

daerah dengan kode 1.x.x.x.
Dana Khusus

Dana khusus atau restricted fund adalah dana yang
digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna
mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas
penggunaannya/peruntukkannya dalam rangka
desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang

peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan
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ketentuan  peraturan perundang-undangan, dana

transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara

yang bersifat earmarked, bantuan keuangan dengan
tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu.

Penyajian Sumber Pendanaan berupa dana khusus

bersifat baku dalam melekatkan tingkatan dari

pendapatan daerah  sebagai informasi  Sumber

Pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan

sub kegiatan sebagaimana ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Penyajian Dana Khusus diberikan kode 2, meliputi:

a) pendapatan asli daerah dengan kode 2.1;

b) pendapatan transfer dengan kode 2.2; dan

c) lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode

2.3.

d) dan seterusnya hingga tingkatan objek pendapatan

daerah dengan kode 2.x.x.x.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Sumber Pendanaan dilakukan sebagai dampak
antara lain perubahan kebijakan Dana Transfer dari
Pemerintah Pusat dan pendapatan yang bersumber dari
Retribusi Daerah  berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Sumber Pendanaan disajikan dalam huruf H.

Wilayah Administrasi Pemerintahan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah
Administrasi Pemerintahan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan yang digunakan dalam
penentuan lokasi kegiatan dan barang milik daerah yang

menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota.
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Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah
Administrasi Pemerintahan tidak disajikan dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini, dikarenakan secara langsung
menggunakan kode dan data yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan yang disajikan secara elektronik
dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Rekening
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening

dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam
proses perencanaan anggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta
pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas
akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian
objek.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
meliputi:

1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Neraca;

2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
(LRA);

3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Laporan Operasional.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
disusun berdasarkan urutan akun aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam
tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban
keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan

primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi
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penyusun laporan keuangan yakni neraca, LRA dan LO yang

terdiri atas:

1)

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Neraca
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
Neraca disusun berdasarkan penggolongan, pemberian
kode, dan daftar penamaan akun aset, kewajiban, dan
ekuitas yang ditujukan untuk digunakan dalam
penyusunan neraca pemerintah daerah. Penyusunan
neraca ditujukan untuk menggambarkan posisi
keuangan pemerintah daerah.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
Neraca, terdiri atas:
a) Aset dengan kode 1;
b) Kewajiban dengan kode 2; dan
c) Ekuitas dengan kode 3.
sebagai berikut:
a) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
b) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.
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c) Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
Penyusunan Anggaran dan LRA disusun berdasarkan
penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan
akun pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah yang ditujukan untuk digunakan
dalam penyusunan anggaran dan LRA. Penyusunan
anggaran ditujukan untuk menyusun rencana keuangan
tahunan daerah. Penyusunan LRA ditujukan untuk
mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah
yang menunjukan ketaatan terhadap APBD serta
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah
daerah dalam satu periode pelaporan.

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Penyusunan Anggaran dan LRA, terdiri atas:

a) Pendapatan dengan kode 4;
b) Belanja dengan kode 5; dan
c) Pembiayaan dengan kode 6.

sebagai berikut:
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a) Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang
berkenaan. Selanjutnya, pendapatan-LRA adalah
penerimaan oleh bendahara umum daerah atau
oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah
saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.
b) Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang berkenaan.
c) Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang Dberkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Laporan Operasional (LO)

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Laporan Operasional disusun berdasarkan
penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan
akun pendapatan-LO dan beban yang ditujukan untuk
digunakan dalam LO. Penyusunan LO ditujukan untuk
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
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Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening-
LO, terdiri atas:
a) Pendapatan-LO dengan kode 7; dan
b) Beban dengan kode 8.
sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dengan kode 7
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
b) Beban dengan kode 8
Beban adalah kewajiban pemerintah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

sebagaimana dimaksud di atas dan analisis artikulasi neraca,

LRA, LO dan sumber informasi transaksi keuangan maka

disusun laporan keuangan sekunder ditinjau berdasarkan

sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan

yakni LPE, LPSAL dan LAK. Selanjutnya seluruh penyajian
dalam neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL dan LAK diungkapkan

dalam CaLK. Berikut masing-masing penjelasan LPE, LPSAL
dan LAK, sebagai berikut:

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas
awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang
terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL
akhir.

LAK adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
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disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajdikan dalam LRA,

LPSAL, LO, LPE, neraca dan LAK dalam rangka

pengungkapan yang memadai.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan
berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan
kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota

disajikan dalam huruf I, huruf J dan huruf K.
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B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

KODE
g 2
2 |8 2 | z | £
S~
% Oz z S < <
= % f}; o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 g M
=
é == I~
=) | @
x XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
X XX 1 1.01
0 0 Kinerja Perangkat Daerah
X XX 01 101 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat|Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen
Daerah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Ters'edlany a .Dok'urnen RKA-SKPD dan Laporan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
X XX 01 1.01 02 Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- . . Dokumen
SKPD SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Dokumen Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD|Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
X XX 01 1.01 03 Perubahan RKA—SK}I;IE) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan|Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen| Dokumen
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan .
1 Dok DPA-SKPD L Hasil
X XX 01 1.01 04 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- Juma.h .O umen S dan Laporan Hasi Dokumen
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Perubahan DPA- Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD|Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
X XX 01 1.01 05 SKPD yu dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan|Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen| Dokumen
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan|Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
x XX 01 101 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian|Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan|Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Laporan
) Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian|Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja P
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X XX 01 101 07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat|Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan
Daerah Daerah
X XX 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X XX 01 1.02 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ngﬁgan(fgﬁg yang Menerima Gaji dan Orang/ Bulan
x XX 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas|Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Dokumen

ASN

ASN

Pelaksanaan Tugas ASN
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KODE
g 2
3 |3 = | =z |2
S~
% Oz z S < <
= % ;f) o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 g M
=
é == I~
=) M @
x XX 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan|Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Dokumen
) Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
. . . Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
X XX 01 1.02 04 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen
Koordinasi dan Penvusunan Laporan Keuanean Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun|Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X XX 01 1.02 05 Akhir Tahun SKPD yu P 831 SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan|dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
x XX 01 1.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan|Tersedianya Dokumen Bahan  Tanggapan|Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dokumen
' Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/|Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
x XX 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan|Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan|Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Laporan
’ Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan|Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan p
Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
X XX o1 1.02 08 Pen}{usgnan Pelaporan dan Analisis Prognosis Tersedlal.nya D.oku.men Pelaporan dan Analisis Jumlah. Dok},lme.n Pelaporan dan Analisis Dokumen
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
x XX 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang|Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik|Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
X | XX | ot | 103 Ol |yilik Daerah SKPD Daerah SKPD SKPD Dokumen
i Terlaksananya Pengamanan Barang Milik|Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik
X XX 01 1.03 02 |Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Daerah SKPD Dokumen
. . o - Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang|Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik
K Penil B Milik D h
X XX 01 1.03 03 S;c;r];imam dan Penilaian Barang Mili a8 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian|Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Laporan
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
X XX o1 1.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan iurrlnlaphnLaI;?i;al? nHa;ﬂrPrelmbll\;l;iin,DPer;giwasaE, Laporan
' Barang Milik Daerah pada SKPD Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD S?{PD cnge a arang aeral paca apora
x XX 01 103 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang|Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan|Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
’ Milik Daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD p
x XX 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik|Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Laporan

SKPD

Daerah pada SKPD

Daerah pada SKPD
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. Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik|Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang
X XX 01 1.03 07 |Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Dokumen
X XX 01 1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah
x XX 01 1.04 01 |Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi|Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Dokumen
Daerah Daerah
Analisa dan Pengembanean Retribusi Daerah Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan|Jumlah Dokumen Hasil  Analisis serta
X XX 01 1.04 02 gembang . . ’|Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi|Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan| Dokumen
serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah ; .
Daerah Retribusi Daerah
X XX o1 1.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan|Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Laporan
' Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah P
x XX 01 1.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Ters.edialea Data Objek, Subjek dan Wajib|Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Dokumen
Daerah Retribusi Daerah Daerah
o1 (Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi
yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)
. . Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan|Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,
X XX 01 1.04 05 |Pengolahan Data Retribusi Dacrah Pelaporan Data Retribusi Daerah dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Laporan
(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi
yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)
T i Dok K Retri i
X XX 01 1.04 06 [Penetapan Wajib Retribusi Daerah Dzr:readﬁany a oxumen etetapan etribusi Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Dokumen
(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi
yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)
. . Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi . .
X XX 01 1.04 07 |Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan
X XX 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X XX 01 1.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan|Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit

Pegawai

Prasarana Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai
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Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut|Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut
X XX 01 1.05 02 Paket
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapan
X XX 01 1.05 03 Pendataar% dan Pengolahan Administrasi Terla'k§anan'ya Penda_taan dan Pengolahan Jum%al_’l Dqkumen Pe_ndataan dan Pengolahan Dokumen
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi|Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan|{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
X XX 01 1.05 04 . . . . . . . Dokumen
Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
x XX 01 1.05 05 Momtor.lng, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Terl.ak.sanar}ya . Momto.rlng, Evaluasi, dan Jurr.lla.h D.okuTnen Mor.utormg, Evaluasi, dan Dokumen
Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
X XX 01 1.05 06 [Pemulangan Pegawai yang Pensiun g:;lsailflsr;ananya Pemulangan  Pegawai  yang Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan Orang
x XX 01 1.05 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang|Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Laporan
’ Melaksanakan Tugas Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Meninggal dalam Melaksanakan Tugas p
X XX 01 1.05 08 |Pemindahan Tugas ASN Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan Orang
X XX o1 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan|Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PegawailJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Oran
' Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan &
X XX 01 1.05 10 |Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-|Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Orang
Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi|Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis
X XX 01 1.05 11 . Orang
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
X XX 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 P K I i
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi J}lm.ah alket omponen nstalasi
X XX 01 1.06 01 L o Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor .
Disediakan
lah P P Perl k K
X XX 01 1.06 02 [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jum ah al.<et eralatan dan Perlengkapan Kantor Paket
yang Disediakan
X XX 01 1.06 03 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga L];?;ziiai:kaiaket Peralatan Rumah Tangga yang Paket
X XX 01 1.06 04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah  Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket

Disediakan
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X XX 01 1.06 05 [Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan|Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
X XX 01 1.06 06 S Dokumen
Perundang-Undangan Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
X XX 01 1.06 07 |Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket
X XX 01 1.06 08 [|Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan
x XX 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat|Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan
) Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD P
X XX 01 1.06 10 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis|Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Dokumen
pada SKPD pada SKPD
x XX 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan|Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem|Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Dokumen
’ Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
x XX 01 1.07 Pengadaan Ba1‘*ang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau|Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau|Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau .
X XX 01 1.07 01 . . . . . Unit
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau|Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau|Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau .
X XX 01 1.07 02 . . Unit
Lapangan Lapangan Lapangan yang Disediakan
X XX 01 1.07 03 [Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit
X XX 01 1.07 04 |Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor |Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Ur%lt Alat Anglkutan Darat Tak Bermotor Unit
yvang Disediakan
X XX 01 1.07 05 |Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket
X XX 01 1.07 06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya L];?srzcllai:kgr?lt Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit
X XX 01 1.07 07 |Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit
X XX 01 1.07 08 |Pengadaan Aset Tak Berwujud Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit
X XX 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan|Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan|Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Unit

Lainnya

Lainnya

Lainnya yang Disediakan
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X XX o1 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung|Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung|Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Unit
) Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung|Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana .Pendukung .
X XX 01 1.07 11 . . Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya .1
Disediakan
X XX 01 1.08 Penye(?haan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
X XX 01 1.08 01 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan
X XX o1 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air|Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Laporan
’ dan Listrik dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan p
X XX 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan|Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan|Jumlah Laporan Penyediaar} J a§a Peralatan dan Laporan
Kantor Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X XX 01 1.08 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Pe.nye.dlaan Jasa  Pelayanan Laporan
Umum Kantor yang Disediakan
X XX 01 1.09 Pemeliharaan ‘Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya|Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya|Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
X XX 01 1.09 01 |Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan|Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan|Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya|Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya|Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
X XX 01 1.09 02 |Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan|Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan|Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Unit
Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
x XX 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya|Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Unit
) Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Dibayarkan Perizinannya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya|Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
1 Alat Angk D Tak B
X XX 01 1.09 04 |Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat|Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat J1.1m ah at ng. utan Darat . ak ermotor yang Unit
Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
Tak Bermotor Tak Bermotor
XX 01 1.09 05 |Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit
XX 01 1.09 06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan|Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit

Mesin Lainnya

Dipelihara
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X XX 01 1.09 07 |Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit
X XX 01 1.09 08 [Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud |Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan|Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi|Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya .
X XX 01 1.09 09 ! . - . e Unit
Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan|Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi|Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
X XX 01 1.09 010 |Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan|Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau|atau Bangunan Lainnya yang Unit
Lainnva Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan|Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi|Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
X XX 01 1.09 011 |Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau|Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung|Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
X XX 01 1.09 012 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas . Tanah s .yang Dilakukan Ha
Pemeliharaan/Rehabilitasi
X XX 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
x XX 01 110 01 |Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedlanyg BLUD yang Menyediakan Pelayanan Jumlal.'l BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Unit Kerja
dan Penunjang Pelayanan Penunjang Pelayanan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala
X XX 1 1.11
0 Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
. .. . . .. . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
P Kepala D h(T Kepala D h
X XX 01 1.11 01 enyecha'an Gaji dan Tunjangan Kepala Daera ersechar}ya Gaji dan Tunjangan Kepala Daera Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala| Orang/Bulan
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah
Penyediaan  Pakaian Dinas dan  Atribut|Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut{Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut
X XX 01 1.11 02 |[Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala|Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala|Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Paket
Daerah Daerah Daerah yang Disediakan
x XX 01 111 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah|Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah|Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Oran
’ dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah &
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala|Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang
X XX 01 1.11 04 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah giiiimnal Kepala Daerah dan Wakil Kepala| Orang/ Bulan
X XX 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
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(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala|Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala|Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala
X XX 01 .12 01 . . Paket
Daerah Daerah Daerah yang Disediakan
x XX 01 12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil|Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil|Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Paket
) Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah yang Disediakan
x XX 01 12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga|Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Paket
) Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah yvang Disediakan
X XX 01 .13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
X XX 01 .13 01 Penyiapan Materi Pimpinan Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan \];?gzian Dokumen  Materi  Pimpinan  yang Dokumen
X XX 01 .13 02 |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan ;Ennllolilan Laporan  Hasil Fasilitasi Komunikasi Laporan
X XX 01 13 03 |Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Tc?rlal'(sananya Pengelolaan Dokumentasi J}lmlfih Laporan Pengelolaan Dokumentasi Laporan
Pimpinan Pimpinan
X XX 01 .14 Fasilitasi Keprotokolan
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
X XX 01 14 01 |Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Laporan
Pelaksanaan Acara Pelaksanaan Acara
x XX o1 14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan|Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan
’ Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah p
X XX 01 14 03 |Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Terlaksananya Pengelolaan Hubungan|Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Laporan
Keprotokolan Keprotokolan
X XX 01 .15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat DPRD)
X XX 01 .15 01 |Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD |Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD Jumlah Anggota  DPRD yang Menerima Hak Orang/ Bulan
Keuangan DPRD
Terlak P i Pakai Di 1 Paket Pakai Di Atri DPRD
x XX 01 15 02 |Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD erlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan|Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Paket

Atribut DPRD

yang Disediakan
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. . lah Mengikuti Medical Check
X XX 01 1.15 03 [Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Terlaksananya Medical Check Up DPRD %1’113112]3 Orang yang Mengikuti Medical Check Up Orang
X XX 01 1.16 Layanan Administrasi DPRD
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat DPRD)
.. . Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasil[Jumlah  Dokumen Hasil  Penyelenggaraan
X XX 01 1.16 01 [Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD Keanggotaan DPRD Administrasi Keanggotaan DPRD Dokumen
X XX 01 1.16 02 [Fasilitasi Fraksi DPRD Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD Laporan
e L . Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi
X XX 01 1.16 03 |Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Konsultasi DPRD dan Konsultasi DPRD Laporan
Terlak P i K h R h 1 P K h R h T DPRD
X XX 01 1.16 04 |Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD erlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah|Jum ah a.ket ebutuhan Rumah Tangga Paket
Tangga DPRD yang Disediakan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1 01 02 1.01 01 |Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.01 02 |Penambahan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang
1 01 02 101 03 |Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Jumlah_ Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Ruang
Terbangun Telah Dibangun
1 01 02 1.01 04 |Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi Ruang Laboratorium Biologi yang Terbangun ‘];T:; f;ufuang Laboratorium Biologi yang Telah Ruang
1 01 02 1.01 05 |Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika Ruang Laboratorium Fisika yang Terbangun L]])T,:; lj:urlfuang Laboratorium Fisika yang Telah Ruang
1 01 02 1.01 06 |Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia Ruang Laboratorium Kimia yang Terbangun ‘];T:; ljélufuang Laboratorium Kimia yang Telah Ruang
1 01 02 1.01 07 |Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Ruang Laboratorium Komputer yang Terbangun Jumlah_ Ruang  Laboratorium = Komputer yang Ruang
Telah Dibangun
1 01 02 1.01 08 [Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa Ruang Laboratorium Bahasa yang Terbangun Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang

Dibangun
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1 01 02 1.01 09 [Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Ruang Laboratorium IPA yang Terbangun %ler; f:unRuang Laboratorium IPA yang Telah Ruang
1 01 02 1.01 10 |Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jumlah_ Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Ruang
Telah Dibangun
1 01 02 1.01 11 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun é?éi f:un Perpustakaan  Sekolah yang  Telah Ruang
1 R Aul Telah
1 01 02 1.01 12 |Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun ‘]]3111;2 Iilun uang Serba Guna/Aula yang Tela Ruang
1 01 02 1.01 13 |Pembangunan Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terbangun Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 101 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas|Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
’ Sekolah Terbangun yang Telah Dibangun
1 01 02 1.01 15 |Pembangunan Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang Terbangun Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.01 16 |Pembangunan Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terbangun Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Unit
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,{Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, PenjagalJumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, .
1 01 02 1.01 17 . . . Unit
Guru, Penjaga Sekolah Sekolah yang Terbangun Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
1 01 02 1.01 18 |Pembangunan Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca yang Terbangun Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun Ruang
e Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasij{Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah
1 01 02 1.01 19 |Rehabil B R Kel kolah R
ehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekola Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat vang
1 01 02 101 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala|Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang|Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Ruan
’ Sekolah/TU Terehabilitasi Sedang/Berat Telah Direhabilitasi Sedang/Berat &
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|Ruang Laboratorium Biologi yang Terehabilitasi|Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah
1 01 02 1.01 21 . . . e Ruang
Biologi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|Ruang Laboratorium Fisika yang TerehabilitasilJumlah Laboratorium Fisika yang Telah
1 01 02 1.01 22 .. . —— Ruang
Fisika Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|{Ruang Laboratorium Kimia yang Terehabilitasil{Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah
1 01 02 1.01 23 .. - e Ruang
Kimia Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
1 01 02 101 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|Ruang Laboratorium Komputer yang|Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Ruang

Komputer

Terehabilitasi Sedang/Berat

Direhabilitasi Sedang/Berat
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Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|Ruang Laboratorium Bahasa yang Terehabilitasi|Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah
1 01 02 1.01 25 . e Ruang
Bahasa Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
1 01 02 1.01 26 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|Ruang Laboratorium IPA yang Terehabilitasi|Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Ruan
’ IPA Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat &
1 01 02 1.01 o7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit|Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang|Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Ruan
’ Kesehatan Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Telah Direhabilitasi Sedang/Berat g
e s Perpustakaan Sekolah yang TerehabilitasilJumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah
1 01 02 1.01 28
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sedang//Berat Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang
1 01 02 1.01 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba|Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasil[Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Ruan
’ Guna/Aula Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat g
1 01 02 1.01 30 |Rehabilitasi Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terehabilitasi Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas|Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah .
1 01 02 1.01 31 cer . . e s Unit
Sekolah Terehabilitasi yang Telah Direhabilitasi
1 01 02 1.01 32 |Rehabilitasi Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Unit
1 01 02 1.01 33 |Rehabilitasi Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit
1 01 02 101 34 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,|Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, PenjagalJumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Unit
’ Penjaga Sekolah Sekolah yang Terehabilitasi Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi
lah R B Telah
1 01 02 1.01 35 |Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca yang Terehabilitasi Jlflm a - 1:1ang/ Sudut aca  yang ca Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.01 36 |Pengadaan Mebel Sekolah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket
1 01 02 1.01 37 |Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia %Err;li?i?a Alat Rumah Tangga Sekolah yang Paket
1 01 02 1.01 38 |Pengadaan Perlengkapan Sekolah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket
1 01 02 1.01 39 |Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket
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1 01 02 1.01 40 |[Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Unit
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta|Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang|Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1 01 02 1.01 41 4 . . Paket
Didik Tersedia yang Tersedia
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan|Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung|Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah .
1 01 02 1.01 42 . . Unit
Ruang Sekolah dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1 01 02 1.01 43 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan|Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, PrasaranalJumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
’ Utilitas Sekolah dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1 01 02 1.01 44 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas{Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Unit
’ Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah|Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah|Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas L
1 01 02 1.01 45 - L . . . o Peserta didik
Menengah Atas Atas Diterima oleh Peserta Didik yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
1 01 02 1.01 46 |Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa %zgii?a Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Paket
1 01 02 101 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi|Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi|Jumlah Satuan Pendidikan yang Satuan
) Peserta Didik Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan
1 01 02 1.01 48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan|Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap|[Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Satuan
’ Pendidikan Menengah Atas Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan
. . . . Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba|Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 1.
1 01 02 1.01 49
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Akademik Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik
1 01 02 101 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan|Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi %zzi?i?apenilc?;k d;;g:iagieﬁ?gﬁi:lka;& alZ}% Oran
’ bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas |Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas b &
Menengah Atas
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga . .Kependldlkan yang Jumlah Pendidik dan Tengga Kependldlkan yang
: 3 1 Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan|Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
1 01 02 1.01 51 |Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah . . . . Orang
Menengah Atas Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, |Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
1 01 02 101 50 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen|Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan|Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Satuan
’ Sekolah Menengah Atas Manajemen Sekolah Menengah Atas Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan
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1 01 02 101 53 |Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah|Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Sat.u:.:m
Menengah Atas Dana BOS Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS|Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana Jumlah = Tenaga Pengelola = yang Meningkat
1 01 02 1.01 54 g p g 5 4 P & g Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Orang
Sekolah Menengah Atas BOS Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Atas
1 01 02 1.01 55 |Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlgh Mebel  Sekolah  yang  Dilaksanakan Unit
Pemeliharaan
1 01 02 1.02 Peljlgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan
1 01 02 1.02 01 |Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.02 02 |Penambahan Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Baru Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang
1 01 02 1.02 03 |Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Jumlah. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Ruang
Terbangun Telah Dibangun
1 01 02 1.02 04 |Pembangunan Ruang Praktik Siswa Ruang Praktik Siswa yang Terbangun \];ng llii,:,'lun Ruang  Praktik Siswa yang Telah Ruang
1 01 02 1.02 05 |Pembangunan Ruang Laboratorium Ruang Laboratorium yang Terbangun ‘]]Dl:];:l f:un Ruang  Laboratorium  yang  Telah Ruang
. . 1 R it Keseh kolah
1 01 02 1.02 06 [Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jum ah. uang Unit Kesehatan Sekolah yang Ruang
Telah Dibangun
1 01 02 1.02 07 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terbangun ‘]]Dl:];:l f:un Perpustakaan  Sekolah yang  Telah Ruang
1 R Aul Telah
1 01 02 1.02 08 |Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun ‘]]3111];2 j;un uang Serba Guna/Aula yang Tela Ruang
1 01 02 1.02 09 |Pembangunan Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terbangun Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas|Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah .
1 01 02 1.02 10 . Unit
Sekolah Terbangun yang Telah Dibangun
1 01 02 1.02 11 |Pembangunan Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang Terbangun Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.02 12 |Pembangunan Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terbangun Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Unit
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,{Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjagal|Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, .
1 01 02 1.02 13 . . . Unit
Guru, Penjaga Sekolah Sekolah yang Terbangun Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
1 01 02 1.02 14 |Pembangunan Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca yang Terbangun Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun Ruang
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1 01 02 1.02 15 |Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Jlflmlah. . Ru‘ang Kelas  Sekolah  yang  Telah Ruang
Direhabilitasi
e Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang|(Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang
1 1 1. 1
0 02 02 6 |Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Terehabilitasi Telah Direhabilitasi Ruang
1 01 02 1.02 17 |Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa Ruang Praktik Siswa yang Terehabilitasi Jl‘lmlah‘ . Ru.ang Praktik  Siswa yang Telah Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.02 18 |Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Jl.lmlah. . Rgang Laboratorium  yang  Telah Ruang
Direhabilitasi
e s . Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang|Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang
.0 19
1 01 02 1.02 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terehabilitasi Telah Direhabilitasi Ruang
Telah
1 01 02 1.02 20 [Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Jl.lmlah. . Pe'rpustakaan Sekolah  yang ca Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.02 21 |[Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Jl‘lmlah‘ .Rua.mg Serba Guna/Aula yang Telah Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.02 22 |Rehabilitasi Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terehabilitasi Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas{Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah .
1 01 02 1.02 23 e . e Unit
Sekolah Terehabilitasi yvang Telah Direhabilitasi
1 01 02 1.02 24 |Rehabilitasi Fasilitas Parkir Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi [Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Unit
1 01 02 1.02 25 |Rehabilitasi Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit
1 01 02 1.02 26 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,|Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, PenjagalJumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Unit
’ Penjaga Sekolah Sekolah yang Terehabilitasi Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1 01 02 1.02 27 |Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca yang Terehabilitasi Jlflmlah. . Rgang/ Sudut  Baca yang Telah Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.02 28 |Pengadaan Mebel Sekolah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket
kolah
1 01 02 1.02 29 |[Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia %zrri?i?a Alat - Rumah  Tangga Sekola yang Paket
1 01 02 1.02 30 |Pengadaan Perlengkapan Sekolah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket
1 01 02 1.02 31 |Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket
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1 01 02 1.02 32 |Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Unit
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta|Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang|Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1 01 02 1.02 33 . . . Paket
Didik Tersedia yang Tersedia
1 01 02 1.02 34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan|Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Unit
’ Ruang Sekolah Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1 01 02 1.02 35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana,|{Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
’ Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1 01 02 1.02 36 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas{Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Unit
’ Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah|Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Ju@lah Peserta Dl,dlk .Sekolah Menengah 1.
1 01 02 1.02 37 . . o o Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta| Peserta didik
Menengah Kejuruan Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik Didik
1 01 02 1.02 38 |Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia %zgii?a Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Paket
1 01 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi|Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi|Jumlah Satuan Pendidikan yang Satuan
) Peserta Didik Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan
1 01 02 1.02 40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan|Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Siap J:;nlah Ssi:tuanDiiZ?;iﬁan (xznenﬁi}; ali 22:11:2 Satuan
’ Pendidikan Menengah Kejuruan Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi yang P Pendidikan
Rekomendasi
. . . . Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba|Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 1.
1 01 0 1.0 41
2 2 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Akademik Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik
Penyedlaan Pendldll? fian Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Jumlaltl Pendidik dan Tenaga Kepegdldlkan yang
1 01 02 1.02 42 |bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah .. . Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Orang
- Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan .
Kejuruan Menengah Kejuruan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga . .Ke}.)endldlkan yang Jumlah Pendidik dan Tengga Kependldlkan yang
: 3 1 Mendapatkan Fasilitasi kenaikan|Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
1 01 02 1.02 43 |Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah . . - : Orang
Menengah Kejuruan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, |Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
. . . . Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah .
1 01 02 1.02 44 [Pembangunan Bengkel/Unit Produksi Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun Unit

Dibangun
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Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen|Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Jlflmlah Sekolah Menengah Kejuruan - yang Satuan
1 01 02 1.02 45 . . . Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan 1
Sekolah Menengah Kejuruan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Manajemen Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah|Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah|[Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Satuan
1 01 02 1.02 46 . . < 1
Kejuruan Menengah Kejuruan Mengelola Dana BOS Pendidikan
. . . . Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat
1 01 02 1.02 47 Peningkatan Kapas1ta.s Pengelolaan Dana BOS|Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Orang
Sekolah Menengah Kejuruan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan .
Sekolah Menengah Kejuruan
1 01 02 1.02 48 |Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumla'h Mebel - Sekolah  yang  Dilaksanakan Unit
Pemeliharaan
1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
1 01 02 1.03 01 |Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.03 02 [Penambahan Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah Ruang
1 01 02 1.03 03 |Pembangunan Ruang Guru,/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Jumlah. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Ruang
Terbangun Telah Dibangun
1 01 02 1.03 04 [Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jumlah. Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Ruang
Telah Dibangun
1 P k kolah Telah
1 01 02 1.03 05 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terbangun ‘]]3111];2 Ii::lun erpustakaan  Sekola yang ca Ruang
1 01 02 1.03 06 [Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun ‘]]Dl:];:l lr?:unRuang Serba Guna/Aula yang Telah Ruang
1 01 02 1.03 07 |Pembangunan Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terbangun Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas{Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
) Sekolah Terbangun yang Telah Dibangun
1 01 02 1.03 09 |Pembangunan Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang Terbangun Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.03 10 |Pembangunan Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terbangun Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Unit
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,|Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, PenjagalJumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, .
1 01 02 1.03 11 . . . Unit
Guru, Penjaga Sekolah Sekolah yang Terbangun Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
1 01 02 1.03 12 |Pembangunan Ruang Laboratorium Ruang Laboratorium yang Terbangun Jumlah —Ruang  Laboratorium  yang Telah Ruang

Dibangun
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1 01 02 1.03 13 |Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terbangun %?122 lr:;l:uliuang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Ruang
1 01 02 1.03 14 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan|{Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk{Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Ruan
’ Irama untuk Tunarungu (B) Tunarungu (B) yang Terbangun untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun &
Pembangunan Ruang Bina Diri untuk|Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang|Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1 01 02 1.03 15 . . Ruang
Tunagrahita (C) Terbangun yang Telah Dibangun
1 01 02 1.03 16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak{Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk|{Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Ruan
’ untuk Tunadaksa (D) Tunadaksa (D) yang Terbangun Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun g
1 01 02 1.03 17 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial|Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras{Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Ruan
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